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KATA
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Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya,
Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dapat
terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat
menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala
dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu
kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dan umumnya bagi
semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.

Tarakan, 14 Januari 2026
epala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
LLELAKelgtan dan Perikanan Tarakan
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang — Undang Nomor 14
Tahun2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang
ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka
memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya
dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan
kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih
berintegritas dan melayani berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merasa perlu melakukan
monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban
dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini
adalah untuk mengetahui proses, perkembangan, dan kemajuan atas kebijakan
keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tarakan dan sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti
permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang
dilaksanakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

C. Ruang Lingkup

Secara garis besar monev dilakukan terhadap pelaksanaan penyampaian data
dan informasi secara berkala kepada PPID Utama serta penggunaan sosial media
sebagai sarana informasi keterbukaan publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tarakan. Penggunaan media sosial antara lain website,
Instagram, Twitter, Facebook, TikTok dan Youtube sebagai alat untuk memastikan
tersampainya informasi kegiatan, kinerja, serta pelayanan Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan kepada masyarakat umum.
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D. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkunan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019

Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-
KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikaan nomor 81/KEPMEN-
KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
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BAB || KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang
berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya
dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan
haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta
masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai
perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas
apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi
adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era
keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin
tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang
diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Stasiun PSDKP Tarakan terus berupaya meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU
tersebut. Stasiun PSDKP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang
dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan
mewujudkan keterbukaan informasi.

“...Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID
Stasiun PSDKP Tarakan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab | pasal 1 tersebut mengatur mengenai
PPID Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut
PPID UPT adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di
UPT masing-masing unit kerja eselon I.

Sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal PSDKP mengimplementasikan
keterbukaan informasi publik, maka PPID Direktorat Direktorat Jenderal PSDKP terdiri
dari:

a. PPID Unit Kerja Eselon I,
b. PPID UPT.
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Penunjukan PPID di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal PSDKP.

Berikut ini struktur organisasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2

KELEMBAGAAN PPID KKP

I Menteri '

Daoftar Informasi
Publik Konsekuensi

Bidang Penyusunan Bidang Uiji ' Bidang Sengketa 'D Bidang 4

Informasi ata & Informas

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, struktur organisasi memiliki
peran penting untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi yang tertib dan
akuntabel. Pelayanan informasi publik harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana
agar dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi. Prinsip tersebut sejalan dengan
amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
yang menegaskan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan
informasi.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Koordinator PPID
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan ini dilakukan melalui
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/ KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, yang menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara
terstruktur dan terkoordinasi.
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Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019

ditetapkan struktur sebagai berikut:

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI KKP

Atasan PPID Unit Eselon |
(Dirjen / Kepala Badan)

Atasan PPID Kementerian ! PPID Unit Kerja Eselon |
Kelautan dan Perikanan (Sekjen) (Sesditjen / Sesbadan)

PPID Kementerian Kelautan b PPID UPT
dan Perikanan (Karo BHKLN) ‘ (Kepala UPT)

( KEPMEN KP NOMOR 36/KEPMEN-KP/2019 ) m

Gambar 2. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Eselon I,

3. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Kementerian

Kelautan dan Perikanan,

4. PPID Unit Eselon | dan PPID UPT sebagai Perangkat PPID Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

A, S
v >
Kerayran®

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA
SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN
YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

Sumas i SZ
YOKIJILTANSYAH, S.Pi, M.Si

Gambar 3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan
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C. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tarakan
Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan Informasi Publik Stasiun
PSDKP melalui media online maupun offline adalah bagian Humas Stasiun PSDKP
Tarakan. Penanggung jawab PPID di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai

tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Perdirjen PSDKP No.
98PER-DJPSDKP/2017 sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan Stasiun PSDKP Tarkaan;
2. Menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada PPID Eselon 1; dan
3. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, meliputi:
1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi
publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik
dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:
1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan
sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan
dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan meliputi diantaranya
informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta

merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang
dikecualikan.
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F. Daftar Informasi Publik dan Daftar Publik Yang Dikecualikan Lingkup Stasiun
PSDKP Tarakan

Adapun pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Stasiun
PSDKP Tarakan adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup

Hasil

Waktu
Penyampaian

A. Informasi publik yang tersedia berkala

pada laman Stasiun PSDKP Tarakan

1 [Profil Stasiun PSDKP Sudah diinformasikan di website KKP

Tarakan pada laman Stasiun PSDKP Tarakan [Bulan Januari 2025
2 |Visi Misi dan Motto Sudah diinformasikan di website KKP

Stasiun PSDKP Tarakanpada laman Stasiun PSDKP Tarakan [Bulan Januari 2025
3 [Tugas dan Fungsi Sudah diinformasikan di website KKP

Stasiun PSDKP Tarakan pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Januari 2025
4 |Kedudukan/Alamat Sudah diinformasikan di website KKP

Kantor Stasiun PSDKP  pada laman Stasiun PSDKP Tarakan [Bulan Januari 2025

Tarakan
5 [Struktur Organisasi Sudah diinformasikan di website KKP

Stasiun PSDKP Tarakan |pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Januari 2025
6 |LHKPN Pejabat Stasiun [Sudah diinformasikan di website KKP

PSDKP Tarakan pada laman Stasiun PSDKP Tarakan [Bulan Maret 2025
7 |Laporan Kinerja Sudah diinformasikan di website KKP [Bulan April, Juli,

pada laman Stasiun PSDKP Tarakan |Oktober dan
Desember

8 |Perjanjian Kinerja Sudah diinformasikan di website KKP

Bulan September 2025

B. Informasi publik yang tersedia setiap saat

Informasi Publik
Semester | Tahun 2025

pada laman Stasiun PSDKP Tarakan

1 |[Laporan Keterbukaan Sudah diinformasikan di website KKP

Informasi Tahun 2024 pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Januari 2025
2 |Rencana Strategis Sudah diinformasikan di website KKP

Stasiun PSDKP Tarakan |pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Juli 2025
3 [Surat Menyurat Pimpinan [Sudah diinformasikan di website KKP

Stasiun PSDKP Tarakan [pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Juli 2025
4 |DIPA dan RKA K/L Sudah diinformasikan di website KKP

Stasiun PSDKP Tarakan |pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Juli 2025
5 |Peraturan/Keputusan Sudah diinformasikan di website KKP

Direktorat Jenderal pada laman Stasiun PSDKP Tarakan Bulan Juli 2025
6 |Laporan Keterbukaan Sudah diinformasikan di website KKP

Bulan Juli 2025
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Adapun pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan
di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan adalah sebagai berikut:

NO JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1 | Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan (Vessel Monitoring Sytem / VMS)

2 | Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan
perikanan dari masyarakat (Pokmaswas), Pengawas Perikanan, atau
Pengawas PWP3K

3 | Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
(dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)

4 | Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)

5 | Motif dan jaringan pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan

6 | Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang
kelautan dan perikanan

7 | Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan

8 | Identitas Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta
keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus,
sesuai peraturan perundang-undangan

9 | Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat
pengamanan diri lainnya

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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G. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan
adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan informasi publik
terkait sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan layanan informasi publik ini
meliputi penyediaan data dan informasi yang akurat dan up-to-date mengenai hasil
pengawasan dan pemantauan, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam
pengelolaan sumber daya kelautan. Melalui layanan ini, Stasiun PSDKP Tarakan berusaha
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga dapat mendukung upaya
pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan
informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu
melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh
Stasiun PSDKP Tarakan. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa
saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (http://ppid.kkp.go.id/); email serta melalui
kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan Youtube). Mekanismenya
sebagai berikut:

¢+ PERMOHONAN INFORMASI L

oo KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN m.s'l’,,\
- 'y.‘j o_‘. j ~
Peid —

& - e
> NQ; v R a9 “
o//Q -, : DR '] ) 4
MENYAMPAIKAN PERMOHOMAN MENGIS| FORMULIR DAN MENERINA TANDA BUKTI MENERIMA PENBERITAHUAN
INFORMAS! KE : MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN DAN MEMENUHI TERTULIS DAM TANGCAPAN
PERSYARATAN QARS PPID

£ mrpsdippid kkp.gokd/
© can-arsi14
bR

2 ppidkip@ixkpgo.d

S Geagung Mina Bahadi N
Lantai GF
Jalan Medan Merdeka
Timur Na, 16
Cambir - Jakara Pusat

Pemohaon mengis formulir
yang ada di website dan
memanuhl persyaratan

yotu salinan KTPsurat kuasa/
SUrat buktl pangesanan
bedan hukum

Pemchon menerima tanda
bukti atas permohonan dan
telah memenuhi persyaratan

Pomaohon menenma
pembaritahiuan tanggapan
dan PPID paling lambat
10 harl kerja sefak diterimanya
pormaohonan dan dapat
diperpanjang paling lambat
7 har perikutnya

Laporan informaci Publik dl Ungkungan KXP Tidak Dipungut Blaya

w NEMENTIAM S LA AM DAN SERBANAN
\ N )] SErscTASIAT R (PEIMARAT PEMCELOLA [WFCOAMAGI DAN DOKLMENTAL
dang) Ve | e (

\ .::1 ""‘ - ':‘L:';I.f:. ZZI‘T"-* CmE™e

Gambar 4. Tata cara Permohonan Informasi
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Petugaos

Pelayanon
Informasi

SOP Pengelolaan
Permohonan
Informasi

SELESAI

Petugas
Pelayanan
Informasi

SELESAI

Gambar 5. Tata cara Permohonan Informasi sesuai SOP
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Gambar 7. Fasilitas Layanan Disabilitas Informasi Publik
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STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
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PELAYANAN TATAP MUKA
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Senin-Kamis : 08.00 - 16.00 WITA
Jumat : 08.00 - 16.30 WITA
Istirahat :12.00 - 13.30 WITA

: <ic) KONOMI nlnuw‘
! % ’ﬁérftﬁr}?{:,ﬂq 20555 HRESNLERIMASs =08
PERIKANAN

KILAS BALIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
STASIUN PSDKP TARAKAN
TAHUN 2025

DITERIMA

Semua Permintaan
Disetujui

Total Permintaan

Waktu Penyelesaian
Diterima

Rata-Rata

Rekam Cetak @
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>
BerAKHLAK

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Gambar 10. Grafik Jumlah Layanan Informasi Publik Tahun 2025
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BAB Il RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Informasi Publik yang Tersedia Berkala

Informasi publik yang tersedia berkala terdiri dari sejarah, visi, misi, tugas, dan fungsi,
kedudukan/alamat, struktur organisasi, laporan akuntabilitas, laporan kegiatan, data
jumlah dan sebaran Pokmaswas, data hasil pengawasan, data hasil pemulangan
nelayan yang tertangkap di luar negeri. Informasi publik yang tersedia berkala dapat
diakses melalui laman https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-tarakan/informasi-
publik/berkala.

Berikut adalah tangkapan layar informasi publik yang tersedia berkala:
¢ Informasi Berkala Publik Stasiun PSDKP Tarakan

O B = ppidkkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-tarakan/informasi-publik/berkala/

( \J ) " PPID STASIUN PSDKP TARAKAN Profil PPID Regulasi StandarLlayanan  Layanan Informasi

Informasi Berkala .
e Beitii

[ informasi Tersedia Setiap Saat

B Informasi Serta Merta A. Informasi tentang Profil Unit Organisasi
1 Informasi Yang Di Kecualikan
1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan
2. Profil Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan
3. LHKPN Pejabat Stasiun PSDKP Tarakan
4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tarakan
5. Visi dan Misi
6. SK Petugas PPID Tahun 2025
7. Informasi Daftar Pegawai Stasiun PSDKP Tarakan

8. SK Tim PPID Ditjen PSDKP

9. LHKASN Tahun 2024

Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Visi, Misi, dan Motto pada Website

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2025
tentang Rencana srategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029,
disebutkan:

Visi Stasiun PSDKP Tarakan adalah:
“Pelayanan dengan sepenuh hati demi kepuasan masyarakat pengguna sesuai dengan
aturan dan prosedur yang berlaku.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

e Menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan
masyarakat pengguna layanan
e Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pelayanan
e Mewujudkan inovasi pelayanan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat
pengguna layanan
Motto: Disiplin Kerja Cinta Budaya
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e Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tarakan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya — " N N
1 v ' 5,2 . perika“ang ¥ Tentang - Publikasi - UnitKerja - Layanan - Arsip O D v
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Fungsi:

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan

fungsi:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan
dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

1 kepada masyarakat pengawas;

3. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;

4.p penang: pelanggaran p sumber daya kelautan dan perikanan;

5. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan pelaksanaan urusan
ketatausahaan.

Infografis

P

Keterangan Gambar: Tugas dan Fung Organisasi pada Website

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat
Jenderal PSDKP menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan; penyusunan NSPK; pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penangkapan ikan,
pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan
dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi
kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan
dan perikanan; pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; serta pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedudukan/Alamat Kantor Stasiun PSDKP Tarakan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya ' e "
‘ y) 5.., akiin i Paitiinian Tentang - Publikasi - UnitKerja - Layanan - Arsip
DIREKTORAT DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
‘ | J TAHUN 2025

YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si
KEPALA STASIUN PSDKP TARAKAN

00000

Lokasi

Q JL Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan,
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan
Utara, Kode Pos 7711

o

¢

Layanan yang Tersedia

Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Alamat Kantor Stasiun PSDKP Tarakan
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e Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PSDKP TARAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

Satwasz PSOKP Nunukan

YOKI JILIANSYAH
S.Pi., M.Si

Keterangan Gambar: Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan di Website

e Laporan Akuntabilitas

O A Not Secure

Beranda / Publikasi / Akuntabilitas Kinerj

Pelaporan Kinerja

STASIUN PSDKP TARAKAN

T paby, 2 Juli 2025

W Laporan SPIP Triwulan Il Stasiun PSDKP Tarakan tahun 2025
A

L.l”_‘_;m

2025 -

4

E= == Kamis, 17 April 2025

Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan | Tahun Anggaran 2025

Keterangan Gambar: Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Website.

Laporan kinerja Stasiun PSDKP Tarakan disusun sebagai Amanah
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP. Penyusunan Laporan
Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Stasiun
PSDKP Tarakan Tahun 2025 — 2029.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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B. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi publik yang tersedia setiap saat pada lingkup Stasiun PSDKP Tarakan
terdiri dari Rencana Strategis, DIPA dan RKAKL, Peraturan atau Keputusan Direktur
Jenderal PSDKP, Perjanjian Kinerja, dan Prosedur Pelayanan Standar Laik Operasi
(SLO). Informasi publik yang tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman
https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-tarakan/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
Berikut adalah tangkapan layar informasi publik yang tersedia setiap saat:

¢ Informasi Tersedia Setiap Saat Stasiun PSDKP Tarakan

kkp.go.id

( ¥ ,_‘ '____ PPID STASIUN PSDKP TARAKAN Profil PPID Regulasi StandarLayanan  Layanan informasi

& Informasi Berkala

[ Informasi Tersedia Setiap Saat

erta Merta A. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Tersedia Setiap Saat

R Informasi Yang Di kecualikan
1. Matrik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

2. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan
penindakannya

3.Infk i dan kebije yang di: ikan pejabat unit isasi dalam pertemuan yang terbuka untuk
umum

4.Informasi Organisasi Alamat Ruang Lingkup dan Tugas Fungsi
5. Standar Layanan Stasiun PSDKP Tarakan

6. Biaya dan Waktu Jam Pelayanan Stasiun PSDKP Tarakan

7. Mekanisme Pelayanan Informasi Stasiun PSDKP Tarakan

8. Standar Operasional Prosedur

Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Pada Website PPID PSDKP Tarakan

Informasi Tersedia Setiap Saat yang terdapat pada website PPID Stasiun
PSDKP Tarakan terdiri dari Daftar Informasi Publik Tahun 2025, Daftar Informasi
Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan SK PPID tentang pemutakhiran DIP KKP
Tahun 2025. Informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian terdiri
dari Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun PSDKP Tarakan dengan DKP Provinsi
Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Dokumen Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan

Rencana Strategis Ditjen PSDKP
Tahun 2025-2029

Juni 2025

Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Pada Website Rencana Strategis PSDKP Tarakan
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Informasi mengenai rencana strategis yang dilaksanakan oleh PSDKP Tarakan

pada Tahun 2025 — 2029.

e Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal PSDKP

[ | © KKP|Kementerian Kelautan dan X (& dan X |+ e x
< C ( Kkp.go.id; ¢t @ R s b
it 2 - @
¥ DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER delu ' o e
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ¥y S P

v Poayaan Peolk  Pengacwan Masyacskat  Elbrary  Budaya Kena v

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL DAN KEPUTUSAN DIRJEN PSDKP:

NO TENTANG NOMOR PERATURAN  DOKUMEN
1 1 dan Evalua: . F R .

Keterangan Gam‘ba'r:" fanékaban Il_‘aiydr‘Pfada Websité Peraturan Direktur Jendral dan
Keputusan Direktorat Jenderal PSDKP

Informasi Peraturan Direktur Jenderal dan Keputusan Dirjen PSDKP mengenai
petunjuk- petunjuk teknis pengawasan kegiatan perikanan dan kelautan.

e Dokumen Perjanjian Kerja Sama
¢ 5 kkp.go.id EA Q0 O =

PKS 2024 - 2025 ( Download all files ) =+

. 1. Rekap PKS
. 1. Rekap PKS psdkp tarakan.

. Penandatangan Bersama PKS Kaltara

. PKS dengan Universitas Borneo UBT.

. PKS KALSEL.
. PKS Kaltim 2024,

El Tangkapan layar repositori Dokumen PKS 2025.

Repositori — Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterangan Gambar: Tangkapan Layar Repsoitori Perjanjian Kerja Sama

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Stasiun PSDKP Tarakan dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen tersebut bertujuan
untuk digunakan sebagai landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja
sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian
kerja sama.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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C. Informasi Publik yang Dikecualikan

‘ - |’_: p ___ PPID STASIUN PSDKP TARAKAN ProfilPPID - Regulasi - Standarlayanan  Layanan Informasi

B informasi gerkala r , "
Informasi yang Dikecualikan
@ informasi Tersedia Setiap Saat

B Informasi Serta Merta A. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Dilingkup KKP
R informasi Yang Di Kecualikan
1. Daftar Informasi Dikecualikan KKP Tahun 2024 Lihat

2.5K Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Ditjen PSDKP Lihat

3. 5K Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Ditjen PSDKP 2025 Lihat

5 == PPIDSTASIUN PSDKP
Y B
att TARAKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jalan Aki Balak RT.08 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Total Pengunjung : 8435
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara = g ngunjung : 8

(0551) 3826321

Email: psdkp.tarakan@kkp.go.id
Call Center KKP: 141

Informasi publik yang dikecualikan merupakan data dan informasi tertentu yang
diberikan dengan persyaratan khusus sesuai Kepmen KP Nomor 81/KEPMEN-
KP/SJ/2014. Daftar informasi tersebut telah dipublikasikan pada laman website Stasiun
PSDKP Tarakan.

D. Matriks Layanan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Tarakan

Layanan informasi publik PPID di Stasiun PSDKP Tarakan telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019. Pada tahun 2025,
Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 10 permohonan layanan informasi publik sebagaimana
yang tertera pada tabel berikut.

IDIENNTTS INFORMASI WAKTU
NO| TANGGAL ALAMAT PEMOHON/ KEPERLUAN YANG DIMINTA KANAL JAWAB
P EKERJAAN
1 | 11/07/2025 JI. Bharatu M. |Pegawai BPS | Data Penangkapan | Laporan Surat | 1 Hari
AldyPerkantoran [Nunukan ikan di pelabuhan Bulanan SDP
vertikal sedadap Jamaker Nunukan
kab. Nunukan
2 | 21/07/2025 (JI. Amal Lama |Mahasiswa Permohonan Laporan Surat | 1 Hari
Kota Tarakan Laporan unit Bulanan SDKP
Kalimantan pelaksana teknis
Utara pengawasan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan
3 | 21/07/2025 JI. AmalLama Mahasiswa Laporan Laporan Surat 1 Hari
Kota Tarakan Rekapitulasi HPK - | Bulanan HPK
Kalimantan SLO kapal Keberangkatan
Utara Perikanan izin Pusat
dan daerah
4 | 21/07/2025 PI. Amal Lama |Mahasiswa Laporan pelaku Laporan .
. Surat (1 Hari
Kota Tarakan usaha bidang Bulanan
Kalimantan pembudidayaan ikan| Budidaya
Utara

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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5 | 28/11/2025 QJI. Danau Magang Data Kapal Laporan Surat (1 Hari
Jempang RT.28 Kemnaker Perikanan Rekapitulasi
Tarakan Kedatangan
dan
Keberangkatan
Kapal
Perikanan
6 | 28/11/2025 {JI. Aki Balak Magang Data Sumber Daya | Rekapitulasi  [Surat (1 Hari
RT.3 Tarakan  [Kemnaker Kelautan Laporan SDK
Perbulan
7 | 28/11/2025 {JI. Diponegoro |[Magang Data Kearsipan Rekapitulasi  [Surat |1 Hari
Rt.30 Kemnaker Surat keluar
Sebengkok Perbulan
Tarakan
8 | 15/12/2025 Q. Danau Magang Data Kapal Laporan Surat (1 Hari
Jempang RT.28 Kemnaker Perikanan Rekapitulasi
Tarakan Kedatangan
dan
Keberangkatan
Kapal
Perikanan
9 | 15/12/2025 (JI. Aki Balak Magang Data Sumber Daya | Rekapitulasi  [Surat 1 Hari
RT.3 Tarakan  [Kemnaker Kelautan Laporan SDK
Perbulan
10 | 15/12/2025 {JI. Diponegoro |Magang Data Kearsipan Rekapitulasi  [Surat |1 Hari
Rt.30 Kemnaker Surat keluar
Sebengkok Perbulan
Tarakan

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan

Kegiatan infomasi publik pada Tahun 2025 termasuk aktif dari tahun sebelummnya
terutama dalam menginformasikan semua kegiatan pengawasan dan pelayanan melalui
sosial media dan website milik Stasiun PSDKP Tarakan sehingga memudahkan publik
dalam mengakses data ke Stasiun PSDKP Tarakan. Selain itu waktu penyelesaian
permohonan informasi publik juga telah sesuai dengan Permen KP Republik Indonesia
Nomor: 4/Permen-Kp/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu di bawah 10+7 hari kerja.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Permasalahan yang terjadi terkait keterbukaan informasi publik lebih berfokus

kepada masalah teknis. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 (dua) website baru yaitu
website per masing-masing UPT dan website khusus PPID. Sehingga bagi operator/admin
PPID UPT perlu beradaptasi dan menyesuaikan dengan penggunaan kedua website
tersebut. Kemudian, penggunaan website tersebut harus melalui VPN yang dikelola
langsung dari KKP sehingga admin website UPT hanya bisa melakukan updating data
dengan device yang sudah ter-install VPN khusus.

C. Saran Perbaikan

Dari hasil analisa permasalahan, saran yang perlu diterapkan ialah diperlukannya
pelatihan khusus bagi admin website UPT untuk mengelola website yang baru.
Selanjutnya perlu adanya tampilan yang lebih mudah digunakan (user friendly) agar
pengelolaan keterbukaan informasi publik lebih mudah diakses dan lebih mudah dipahami
oleh para pengguna dan/atau masyarakat umum.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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BAB. V TINDAK LANJUT HASIL MONEV

A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya

Dari hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya, terdapat saran dan rekomendasi
yaitu dengan update informasi-informasi yang ada di website secara berkala. Meskipun
update informasi telah dilakukan pada media sosial, namun bagaimanapun website juga
merupakan salah satu platform yang dimanfaatkan publik untuk mendapatkan informasi.
Sehingga, pengelolaan update informasi perlu dilakukan juga pada website.

B. Tindak lanjut Hasil Monev

Dalam mempublikasikan informasi publik, PPID Stasiun PSDKP Tarakan telah
melakukan update terhadap Informasi Publik yang disampaikan. Informasi yang
disampaikan yaitu Informasi Secara Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat dan Informasi
Secara Serta Merta. PPID Stasiun PSDKP Tarakan juga selalu melakukan update
informasi jika informasi tersebut sudah tersedia dan sudah siap untuk dipublikasikan.
Sehingga, masyarakat umum dapat mengakses informasi tersebut secara mudah. Berikut
tangkapan layar dari website PPID mengenai update keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2025, KKP telah melaksanakan Monev KIP internal untuk menilai
tingkat kepatuhan PPID Pelaksana lingkup KKP terhadap standar layanan informasi
publik. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai PPID KKP, dari 14
PPID Pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan (Ditjien PSDKP), sebanyak 12 PPID Pelaksana UPT Ditjen PSDKP berhasil
memperoleh kualifikasi Informatif termasuk Stasiun PSDKP Tarakan dengan nilai 98,2
capaian ini tercantum pada Aplikasi Pelikan KKP.

k..

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

.((/},('{7([”2 "@%/Z_(./I((/f( a7t

NOMOR: B.1270/MEN-KP/XI1/2025

Penghargaan diberikan kepada:

STASIUN PSDKP TARAKAN

sebagai unit organisasi berpredikat

7 Forrin i\

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Ditandatangani
2 & . Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Piagam Penghargaan Stasiun PSDKP Tarakan
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BAB. V PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Tahun 2025 ini dimaksudkan agar segala
kegiatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan dapat
terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut
seluas — luasnya dan sebenar- benarnya. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa
agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan
keterbukaan informasi publik di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Tarakan.
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LAMPIRAN

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN



26

Lampiran 1. Surat Tugas Layanan Informasi Publik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN
JALAN AKI BALAK RT.08 KELURAHAN KARANG HARAPAN,

"Kanan

R

2

< 0

%, o

Stauran KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN — KALIMANTAN UTARA 77111
TELEPON/FAX (0551) 3826321, E-MAIL psdkp.tarakan@kkp.go.id

LAMAN www kkp go.id SUREL psdkp.tarakan@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.1222/PSDKPSta.5/KP.440/V/2025

Menimbang - a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, serta
sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan,
perlu menetapkan petugas layanan informasi publik.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menugaskan kepada pegawai Stasiun
PSDKP Tarakan menjadi petugas layanan informasi publik
di Stasiun PSDKP Tarakan.

Dasar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP
Tarakan, Tahun Anggaran 2025.

Memberi Tugas

1. Nama :  Suriadi
Kepada : NIP - 199009152010011001
Pangkat/Gol : Penata Muda /llla
Jabatan . Asisten Pengawas Perikanan Terampil
Untuk . 1. Melaksanakan tugas sebagai petugas layanan informasi

publik di Stasiun PSDKP Tarakan dengan waktu
pelaksanaan sampai Tanggal 31 Desember 2025.
2. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
tugas ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Satuan Kerja
Stasiun PSDKP Tarakan, Tahun Anggaran 2025.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab.
Tarakan, 15 Mei 2025
A Stasiun Pengawasan Sumber Daya
n dan perik n Tarakan,

Tembusan:
Petugas Presensi Stasiun PSDKP Tarakan

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 2. SOP Permohonan Informasi Publik Datang Langsung

Nomor SOP :  1/PSDKP/8.0/V1/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024
Tanggal Revisi ' 4 Juni 2025
Tanggal Efektif : 4 Juni 2025
Otts Disahkan Oleh o
Laumatt Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

, Ditandatangani
¢ Secara Elektronik

Ir. Suharta, M.Si
NIP. 196510221994031001

Nama S0P : Permohonan Informasi Publik Datang Langsung

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P yang gan pelay: P

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 /PERMEN-KP/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 /PERMEN-KP /2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK
. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I11/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Mempunyai communication skill

4. Kemampuan pendokumentasian informasi

-

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. S0P Pendokumentasian Data Informasi Publik 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2. Jaringan Internet
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda
informasi publik 2. Daftar Pemohon
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan PPID Kementerian/ Keterangan
Pelaksana Eselonl/ | Unit Kerja Terkait Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana UPT
1. |Menerima permohonan dan melakukan verifikasi a. Komputer /Laptop: 15 menit | Berkas permohonan. 4. Surat permohonan;
persyaratan permohonan informasi. ( Mulai ) b. Jaringan Internet. b. Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item;
c. Identitas.
2. |Melakukan identifikasi terhadap informasiyang Berkas permohonan, 10 menit | a, Lembar Idenlifikasi;
dimintakan, meliputi Daftar Informasi Publik (DIP) b. Berkas permohonan.
atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
3. |Memberikan asistensi kepada pemohon untuk a. Lembar ldenlifikast; 15 menit | Disposisi. Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi.
registrasi/login permohonan informasi dalam aplikasi b. Berkas permohonan.
untuk eroleh dan mendapatkan k

data melalui aplikasi E-PPID.

i

4. | Menganalisis informasi dan berkoordinasi kepada Disposisi. 60 menit | Data dan informasi,
unit kerja untuk dilakukan proses lebih lanjut
terkait permohonan informasi. Apabila sudah
terpenuhi, pemohon informasi diarahkan untuk
mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

5. |Mendokumentasikan data dan layanan informasi. Data dan informasi. 15 menit | Laporan informasi publik.

APORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 2. SOP Permohonan Informasi Publik secara Online

Nomor SOP 2/PSDKP/8.0,V1/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2025
Tanggal Efektif 4 Juni 2025

—
s
=
&,
Haman

0 ot Disahkan Oleh
Fetagrat® Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

. Ditandatangani
' Secara Elektronik

P

Ir. Suharta, M.5i
NIP. 196510221994031001

Nama SOP : Permohonan Informasi Publik Secara Online

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP /2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 /PERMEN-KP/2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomer 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/II1/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik

2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

w

3. Mempunyai communication skill

S

4. Kemampuan pendokumentasian informasi

v

5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK

=3

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian Data Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda
informasi publik 2. Daftar Pemohon

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan PPID Kementerian/ Ket n
Pelaksana Eselonl/ | Unit Kerja Terkait Kelenglapan Waktu Output
Pelaksana UPT
1. |Menerima permohonan informasi melalui website Komputer/Gadget. 30 Menit | Pemberltahuan permohonan Tata cara pemohon mengakses Website E-PPID:
E-PPID. Informasi. a. Pemohon membuka website E-PPID
https; / /ppidkkp go.id/
b. Pemohon melakukan pendaftran dengan
mengklik "Daftar disini";
c. Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara
daring (online ) dan mengunggah/meng-upload
persyaratan;
d. Pemohen bisa melakukan /ogin dengan
P d dan
captcha;
e. Pemohon mengklik layanan informasi dan
permohonan informasi;
f. Pemohon mengisi formulir permintaan data serta
'meng-upload
data.
2. |Melakukan verifikasi persyaratan permohonan Pemberitahuan permohonan 60 Menit | Dolumen verifikasi, b informasi ¢
informasi, informasi, a. Surat permchenan;
b. Daflar pertanyaan dibatas] sebanyak 5 item;
[:l ¢ Identitas,
3. isis i idan i kepada Dokumen verifikasi 60 Menit | Data dan Informasi. a. Pemohon ikan form
unit kerja untuk dilakukan proses lebih lanjut ‘bermaterai bersadia menyampaikan salinan hasil
terkait i iserta ot penelitian, anaisis, pemantauan dan/atau
jawaban kepada pemohon melalui website PPID. pengawasan yang telah ditanda tangani.
Apabila sudah terpenuhi, pemohon informasi b. Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID
diarahkan untuk mengisi Survei Kepuasan dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang
Masyarakat (SKM). sampai dengan 7 hari kerja.
4. |Mendokumentasikan data dan layanan informasi. Data dan informasi. 15 Menit | Laporan Informasi Publik.
( selesa )

AAN INFORMASI PUBLIK

PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 3. SOP Permintaan Keberatan Informasi Publik

Nomor S0P . 3/PSDKP/8.0/VI/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2025
Tanggal Efektif : 4 Juni 2025

s
s
>

K nan

0,

et Disahkan Oleh o

At Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

H
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA R
KELAUTAN DAN PERIKANAN

. Ditandatangani
"2 Secara Elektronik
'-uu-wv""

Ir. Suharta, M.Si
NIP. 19651022 1994031001

Nama S0P : Keberatan informasi publik

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

w

3. Mempunyai communication skill

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 /PERMEN-KP /2015 Pedoman 4. K dol {an informasi
Penyusunan Standar Operasional Prosedur : -
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I11/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Permohonan Informasi Publik 1. Komputer/Laptop

2. SOP Pendokumentasian Data Infomasi Publik 2. Jaringan Internet

3. SOP Penanganan Sengketa informasi Publik. 3, ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda

informasi publik 2. Daftar Pemohon

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan PPID Kementerian/ Keterangan
Pelaksana Eselon 1/ Atasan PPID Kelengkapan Waktu Qutput
Pelaksana UPT
1. |Menerima permohonan keberatan informasi pubik. a. Suratkeberalan informasi 15 menit | Formulir pengajuan keberatan | a. Penolakan berdasarkan alasan pengecualian
publil; informasi. informasi publil;
b. Formulir pengajuan b. Tidak disediakannya informasi berkala;
keberatan informasi. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi Pubik;
d. Permi: informasi publik di i tidak

sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dikabulkannya perminlaan informasi
publik:

f. Pengenaan biaya yang lidak wajar; dan/atau
g Penyampaian informasi publik yang melebihi
walktu yang telah diatur.
2. |Memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan Formulir pengajuan keberatan 10 menit | a, Formulir pengajuan
keberatan informasi publik. informasi. keberatan informasi;
b. Berkas kelengkapan
pemohon informasi.
3. M lisi juan keberatan informasi dan a. Formulir pengajuan 15 menit | a. Daftar informasi publily Surat Jawaban,/tanggapan keberatan informasi
atas keberatan informasi keberatan informasi; b. Draf Surat publk diberikan dengan jangka waklu paling lambat
dengan melibatkan unit kerja terkait. Selanjutnya b. Berkas kelengkapan jawaban/tanggapan keberatan |30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan
Ly konsep suratj / kepada [] pemohon informasi. informasi; dlterima.
pemohon informasi untuk diminta pertimbangan dan c. Notulensi rapat;
penetapan oleh atasan PPID. d. Nota dinas.
4. |Menyetujui dan menandatangani surat a. Daftar informasi publik; 60 menit | Syratjawaban/tanggapan
jawaban/tanggapan keberatan informasi. b. Draf Surat keberatan informasi publik.
jawaban/tanggapan keberatan
informasi;
c. Notulensi rapat;
d. Nota dinas.
5. ikan dan mendok i urat Suratjawaban/tanggapan 15 menit | Tanda terima dan arsip. SOP Penanganan Sengketa informasi Publik.
jawaban/tanggapan keberatan informasi. keberatan informasi publik.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Nomor S0P . 4/PSDKP/B.0/VI/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2025

i § Tanggal Efeltif : 4 Juni 2025

% ¥

, G Disahkan Oleh
g
FELauan® Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Ditandatangani
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA % ¢ Secara Elektronik

", o
s
Ir. Suharta, M.Si
NIP. 19651022 1994031001

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP : Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

. i 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang " .
. o s . . 3. Mempunyai communication skill
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di L K ian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan tl:lan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 /PERMEN-KP /2015 Pedoman 4, Kemampuan pendokumentasian informasi
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK
6. Keputusan Pejabat P lola Inft i dan Dok i NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pendokumentasian Data Informasi Publik 1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda
informasi publik 2. Daftar pemohon
Pelhksans “Fita Baka
Atasan FFID
No. Uraian Kegiatan PPID Kementarian | PPIDFSlksana | PPIDPelaksana AmmsanPriD . Kelenghapan Wl Output Keterangan
Kemen Eselonl

1| Menyampaikan surat ke PPID Pelaksana Eselon [ Femputer, ATK SoMert |SuratUsulan
perihal pemutakhiran Daftar Informasi Fublik (DIF). Pemutakhiran DIF.

Z. |Mengidentifikasi usulan pemutakhiran DIF dan | Surat Usulan T Han Rancangan DIF EselonL | Diberikan batas waktu 10 han
menyampaikan kepada FPID Pelaksana UPT untuk Pemutakhiran DIF. untuk menyam paikan usulan ke
mengampulkan DIF sesuai ruang lingkup dan PPID Kementerian.
wilayah kerjanya. ﬁ

3 DIP hasil [ Rancangan DIF Eselon T Hari Rancangan DIF UPT.
lingkup UFT yang selanjutnya disampailan kepada L
PPID Pelaksana Eselon L. Ii_l

3 [Melahukan verifikasi DIF pada lingkap Eselon [ | Rancangan DIF Eselen T |Hasil Verifikasi
maupun UPT untuk disampaikan kepada PFID Idan UPT. Rancangan DIF Eselon
Kementerian, I——L—I dan UPT,

& |Mengidentifikasi selurub DIP yang disulkan Eselon Hasil Verifikasi ZTHan | Hasil Klasifikasi DIF.

I dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat
informasi dan dokumentasi (secars berkala, serza
merta dan setiap s3ar).

Raneangan DIF Eselon
Idan UPT.

hard copy, serta mengsjukan rancangan DIP untuk copy dan hard copy.
ditetapkan oleh Atasan PPID.

DIF dalam bentuk soft THai  |Penetapan SK Atasan
I_—._I copy dan hard copy. PPID Kementerian terkait
DIF.

7. |Menyeraui dan menstapian DIF sesusi dengan
Klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.

8. |Mengungzeh dan mempublikasikan DIF ke website
resmi KXP maupun melalui sarans informasi lainnya,

Penstapan SH Atasan 10 Menit | Daftar Informasi Public
PPID Kementerian
terkait DIP.

6. |Mendokumentasikan DIP dalam bentuk soft copy & Hasil Klasinikasi DIF. 2 Han DIF dalam bentuk soft
T
| S—

5. | Mengidentifikasi DIP yang telah ditstapkan PPID Daftar [nformas 1Hadi  |Rancangan DIP ungkat
Kementerian dan mengusull=n DIF untuk

ditetapkan pada tingkat Eselon L

Fublik Eselonl.

10. juidan DIF pada tinghat Esel

RancanganDIF Gngkat| 1 Hai | Penetapan 5K Atasan

I
Eselonl. PPID Pelaksanz Eselon 1.
T Penetapan SK Amsan THan  |Dokumen Dafar SOF Pandokumentasian Data
Esel Informasi Publik t

i1

Mendokumentasikan DIP tngkat Eselon L
FFID Pelak: Informasi Publik.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 4. SOP Pengujian Konsekuensi

Nomor S0P . 5/PSDKP/8.0/V1/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2025
i% | :g Tanggal Efektif : 4 Juni 2025
%, & Disahkan Oleh

W, o
FeLapran® Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN i  Ditandatangani
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA R ; Secara Elektronik
KELAUTAN DAN PERIKANAN o
Ir. Suharta, M.Si

NIP. 196510221994031001

Nama SOP : P jian K } iDaftar I iyang Dikecualikan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik

[N

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

B . 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

w

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

v

3. Mempunyai communication skill

4. Ke pendol

5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK

o

. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I11/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Yang Dikecualikan 1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan. maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda
informasi publik 2. Daftar Pemohon

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan ) PPID Pelaksana Eselon Keterangan
PPID Kementerian 1/UPT PSDKP Atasan PPID Kelengkapan Wakm Output
1. |Menyampaikan surat ke PFID Pelaksana Eselon | Surat. 5 Menit Disposisi.
perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan
(DIK).
2. |Mengumpulkan data dan informasi, serta Disposisi. 5 Hari Data dan informasi, serta draft
il usulan i i i usulan DIK
dengan pertimbangan undang-undang yang
digunakan untuk ian informasi
3. |Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen Data dan informasi, 1T Hari Surat Pertimbangan Usulan
yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan serta draft usulan DIK. DIK.
peraturan perundang-undangan dan kepentingan
umum,
4. |Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas Surat Pertimbangan 10 Hari Draft Berita Acara Hasil Uji
informasi yang akan dikecualikan yang telsh Usulan DIK. Konsekuensi.
terkumpul dengan merujuk kepada peraturan
dangan, dengan melil Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan
Mahasiswa.
5. |Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Draft Berita Acara Hasil 1 Hari Berita Acara Hasil Uji
erta daftar informasi di i Uji Konsekuensi. Konsekuensi.
6. |Mendokumentasikan daftar informasi yang Berita Acara Hasil Uji 60 Menit Laporan.
dikecualikan sebagai arsip. Konsekuensi.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Nomor SOP 5/PSDKP/8.0/V1/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2025
Tanggal Efektif 4 Juni 2025

awan
S
*»,
Panian

', o Disahkan Oleh

“etaurans® Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA 3\
KELAUTAN DAN PERIKANAN i et

Ir. Suharta, M.Si

NIP. 196510221994031001

. Ditandatangani
7 Secara Elektronik

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

N
ey

- Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 /PERMEN-KP/2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I11/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik

o
[

. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

w
[

. Mempunyal communication skill

IS
Bl

Kemampuan pendokumentasian informasi

w
o

. Menerapkan core valties ASN BerAKHLAK

o

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Yang Dikecualikan

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

informasi publik

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda

2. Daftar Pemohon

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan PPID Kementerian/ Pelaksana Keterangan
Eselon 1/ Pelaksana UPT Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
1. [Melakukan identifikasi terkait informasi publik yang Komputer dan ATK 5 Menit Rancangan Inventarisasi
akan didokumentasikan. informasi publik.
2. |Mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja Rancangan Inventarisasi 1 Hari Inventarisasi daftar informasi
terkait. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan informasi publik. publik.
penyusunan hasil informasi publik dalam bentul
soft copy dan hard copy. ‘
B ikan hasil p informasi yang Inventarisasi daftar informasi 15 Menit | Rancangan daftar informasi
dikecualikan untuk dimintakan koreksi dan publik. publik.
persetujuan Atasan PPID,
4. [Menyetujui dan menetapkan informasi publik. Rancangan daftar informasi 1 Hari SK Atasan PPID tentang Daftar
Tﬁ publik. Informasi Publik.
5 |M h dan ikasikan i asi publik SK Atasan PPID tentang Daftar 30 Menit Daftar Informasi Publik dalam
melalui website E-PPID. Informasi Publik. bentuk Soft copy dan hard copy.
6. | Menyimpan dan mendokumentasikan informasi Daftar Informasi Publik dalam 13 Menit Dokumen Daftar Informasi
publil bentuk soft copy dan hard copy. Publik.
‘ Selesai ’

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID PSDKP TARAKAN
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Lampiran 6. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang Dikecualikan

Nomor S0P 7/PSDKP /8.0,/V1/2025
Tanggal Pembuatan 5 Juni 2024

Tanggal Revisi 4 Juni 2025

Tanggal Efektif i 4 Juni 2025
Disahkan Oleh B

y, &
R Sekretaris DirektoratJenderal Pengawasan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

_ Ditandatangani
| Secara Elektronik

4
Ir. Suharta, M.Si
NIP. 196510221994031001

Nama SOP : Pendok Daftar Inf i yang Dikecualikan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

M hami b berkaitan d 1 blik

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik crmaliami peraturan yang beraitan dengan pelayanan pu

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP /2023 tentang ~
B e g 3. Mempunyai communication skill

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan MESI::er; Ke‘l:‘autan dan Terlkandan Republik Indonesia Nomor 43 /PERMEN-KP/2015 Pedoman 4. Kemampuan pendokumentasian informasi

P ndar Op
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK
6. K Pejabat Py lola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/II1/2024 tentang Klasifikasi

Informasi Yang Dikecualikan di Ling} K n Kelautan dan Perikanan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Permohonan Informasi Publik 1. Komputer,/Laptop
2. Jaringan Internet

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait tidak mengim; kan keterbukaan |1. Buku Tamu/Agenda
informasi publik 2. Daftar Pemohen
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan PPID Kementerian/ Keterangan
Pelaksana Eselon I/ Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana UPT
1. |Melakukan identifikasi terkaitinformasi yang akan Komputer dan ATK. 3 menit Rancangan Inventarisasi
i i i yang dik ik informasi yang dikecualikan.
2. |Mengumpullan data dan informasi dari unit kerja Rancangan nventarisasi Thari Inventarisasi daftar informasi
terkait. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan informasi yang dikecualikan, yang dikecualikan,
penyusunan hasil informasi dalam bentuk soft copy
dan hard copy. E
3. |Menyampaikan hasil penyusunan informasi yang Inventarisasi daftar informasi 15 menit Rancangan daftar informasi
dikecualikan untuk dimintakan koreksi dan yang dikecualikan, yang dikecualikan,
persetujuan Atasan PFID. E
4. |Menyetujui dan menetapkan informasi yang Rancangan daftar informasi T hari SK Atasan PPID tentang Daftar
dikecualikan. yang dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan.
5. dan ikan informasi yang 35K Atasan PPID tentang Daftar 30 menit Daftar Informasi yang
dikecualikan melalui website E-PPID. Informasi yang Dikecualikan. Dikecualikan dalam bentuk soff
I—_'—l copy dan hard copy.
& dan dafar Dafter Informasi yang 15 menit | Dolumen Daftar Informasi yang
informasi yang dikecualikan. Dikerualikan dalam bentuk soft Dikecualikan,
copy dan hard copy.

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID PSDKP TARAKAN




